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 Financial report for taxation is different from commercial financial report. 
The difference between that reports according to commercial and taxation due to the 
difference conception between those rules. This research’s purpose  is to give the 
different description taxation and commercial accountancy therefore the company 
can arrange fiscal financial report and fulfil its tax accomplishment. 
 In term of that problem, it was done and analysis of differences mainly in 
determination of taxable income ( PKP ). The research was held by taking a case 
study on financial report of “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA on 2006 – 
2008. “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA was founded on 1995, 
representing one of self supporting and achievement cooperation in Boyolali regency. 
As a taxpayer “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA has fulfilled its taxation 
obligation well. Starting with regisrtration to office taxes service or KPP to be 
confirmed as a taxpayer ( WP ) and get fundamental number of taxpayer ( NPWP ), 
then “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA calculates, endorses, and report 
its tax debt. 
 The analysis result shows differences in the commercial financial report and 
fiscal financial report of “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA. The 
differences covers from difference in income recognition and costs of finance 
transaction. The difference of recognition is covering from accounts such as earning 
of employer’s healthy, prosperity expense in the form of feast day or Ramadhan 
subsidy ( THR ) that is given in the form of gifts, depreciation expense, etc. And also 
other earnings such as bank interest income. The difference of that earnings and 
costs is caused by the difference of time and cost or earnings recognition that 
according to the taxation it is not permitted but it is allowwd in the commercial 
accountancy. 
 From the calculation result, it was obtained taxable income equal to Rp 
11,831,416.97 in 2006, Rp 47,976,124.50 in 2007, and Rp 96,215,923.25 in 2008. 
Commercial financial report must be accommodated to taxation rules before it 
reached a fiscal financial report. Based on the result, it is concluded that tax 
accounting accomplishment can be done without changing commercial accountancy 
report. 
 










































· Apabila kamu mempunyai masalah yang sulit dipecahkan cobalah untuk 
menyederhanakannya, tapi jangan sampai kamu menganggap remeh suatu 
masalah. ( Albert Enstein ) 
· Hiduplah dengan kejujuran, tanggung jawab, keikhlasan, dan kepercayaan, 
karena hanya dengan itulah kamu akan hidup dengan terhormat. ( Penulis ) 
· Jangan melihat bagaimana orang bertindak, lihatlah bagaimana perilaku 
mereka.Jangan dengarkan apa yang mereka katakan, pahami makna sejati atas 
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  BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Diskripsi Koperasi 
1. Sejarah singkat koperasi 
Koperasi “KOPKAR HANIL“ PT HANIL INDONESIA merupakan 
koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan waserda. 
Koperasi ini bertempat kedudukan di Nepen, Teras, Boyolali, Jawa 
Tengah. Dan telah mendapat pengesahan dengan Badan Hukum Nomor: 
12525/BH/KWk. II/IX/1995 tanggal 29 September 1995 oleh Departemen 
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Jawa Tengah. Mempunyai 
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 21.007.873.9-526.000. Keanggotaan 
“KOPKAR HANIL” PT HANIL INDONESIA adalah karyawan PT 
HANIL INDONESIA. 
Unit usaha koperasi yang dilakukan adalah usaha waserda dan simpan 
pinjam koperasi. Selain itu koperasi juga sebagai mediator dalam 
melayani anggota yang mengajukan pinjaman ke bank yang bekerjasama 
dengan koperasi sehingga koperasi memperoleh fee sebagai pendapatan 
koperasi yang bisa dijadikan modal dalam usaha koperasi. Namun 
walaupun modal yang dimiliki terbatas, koperasi  berusaha agar bisa  
 
 
mencapai target yang direncanakan seperti dapat dilihat dalam laporan 
keuangan. 
Dalam menjalankan usahanya, koperasi tidak hanya mempunyai modal 
yang berasal dari simpanan para anggota saja, melainkan juga meminjam 
modal dari bank. Pada usaha simpan pinjam, penambahan modal dari 
hutang bank ternyata bisa memperlancar usaha ini sehingga pelayanan 
simpan pinjam anggota dapat terpenuhi. Plafon pinjaman yang semula 1 
juta Rupiah dapat meningkat sampai 2 juta Rupiah disesuaikan dengan 
besar upah dan jangka waktu angsuran yang diambil. 
a.   Banyak terjadi pelunasan pinjaman dini / baru sekali, dua kali, atau 
tiga kali potong gaji sudah membaharui pinjaman lagi, dengan 
pinjaman baru yang lebih tinggi, hal ini perlu diwaspadai dan 
diantisipasi supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. 
Pelunasan pinjaman dengan menambah satu kali bunga harus 
benar – benar diterapkan dengan konsisten untuk semua anggota 
termasuk pengurus. 
b. Unit simpan pinjam telah membuktikan sebagai unit yang 
menghasilkan keuntungan usaha yang menjanjikan, namun plafon 
pinjaman benar – benar harus dikontrol untuk menghindari gaji 
minus, salah potong, dll. 
Dalam unit waserda, selain menyediakan kebutuhan pokok juga 
menyediakan barang perabot rumah tangga, elektronik dan lain – lain 
dengan pembayaran cash maupun kredit. Perlu dilakukan survey harga 
secara rutin / berkala agar harga – harga barang yang dijual di koperasi 
dapat ditekan lebih rendah demi kesejahteraan anggota. 
Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahun 2008 telah melampaui dari rencana 
pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, ini membuktikan bahwa 
pengurus telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan usaha 
koperasi. Namun demikian perlu diketahui bahwa kesejahteraan tidak 
hanya diukur dari besarnya sisa hasil usaha yang dihasilkan. Pelayanan 
yang memuaskan, harga–harga yang terjangkau, dan tidak dibebani biaya–
biaya tinggi, setiap kali melakukan transaksi oleh anggota sangat 
diperlukan, sehingga anggota benar–benar merasakan manfaat yang 
sebesar–besarnya. Kedepan perlu ada dana SHU untuk dana 
pengembangan simpanan anggota, karena simpanan anggota adalah modal 
utama koperasi. Tunjangan lebaran, kalender, dll bisa diberikan ke 
anggota bila memang memungkinkan. 
Kesejahteraan pengurus, Badan Pengawas, dan pegawai selain dari honor 
setiap bulannya juga dari : 
a. Fee 0,25 % dari Bank 
b. Pendapatan non operasional 
c. Bagian dari SHU 
Dalam hal bidang organisasi, pendidikan perkoperasian sangat diperlukan 
bagi anggota. Pendidikan bisa dilakukan secara bertahap sehingga pada 
akhirnya semua anggota bisa mengerti dan memahami koperasi itu 
sebenarnya. 
2 Struktur organisasi dan kepengurusan 
Demi kelancaran usaha dalam koperasi, maka dibentuklah struktur 
organisasi dan kepengurusan. Struktur organisasi ini dibentuk untuk 
menunjang semua kegiatan yang dijalankan oleh koperasi agar bisa 
dilaksanakan dengan baik dan kegiatan tersebut bisa lebih maju. Struktur 
organisasi dalam Koperasi “KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA 









      
     Gambar 1 
Struktur Organisasi 




































a.  Hak dan Kewajiban 
1) Rapat Anggota 
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan 
tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota. Rapat 
anggota diadakan sekurang – kurangnya satu kali setahun. 
Rapat anggota dapat diadakan : 
a) Atas kehendak pejabat 
b)   Atas permintaan tertulis dari 1 / 10 dari jumlah anggota 
c)   Atas kehendak pengurus 
Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus 
diberitahukan sekurang – kurangnya 7 hari terlebih dahulu 
kepada anggota dan pejabat 
Undangan rapat anggota tahunan disertai laporan – laporan 
neraca dan perhitungan keuangan tahun harus dikirimkan oleh 
pengurus kepada anggota dan pejabat dalam waktu sekurang – 
kurangnya satu minggu sebelum rapat. 
2) Dewan Penasehat 
Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota yang 
mempunyai pengertian tentang koperasi dan keahlian dalam 
perusahaan koperasi untuk menjadi anggota dewan 
penasehat.Anggota penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi 
dapat diberi uang jasa yang disetujui oleh rapat anggota. 
Anggota dewan penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat 
anggota atau rapat pengurus. Dewan penasehat memberi saran 
anjuran kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta 
atau tidak. 
3) Pengawas 
Pemeriksaan pada koperasi dijalankan oleh suatu pengawas yang 
terdiri atas sekurang – kurangnya 3 orang anggota koperasi yang 
tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh rapat angggota 
untuk jabatan 3 tahun. 
Yang dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi 
syarat – syarat sebagai berikut : 
a). Memiliki sifat kejujuran 
b). Mengetahui seluk – beluk perkoperasian dan pembukuan. 
Pemeriksaan dilakukan sekurang – kurangnya 3 bulan sekali 
mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat 
perlengkapan, dan mengenai kebenaran pembukuan serta 
kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan 
perusahaan koperasi. 
Hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan 
tertulis yang harus disampikan oleh pengurus kepada anggota 
koperasi dan salinannya dikirim kepada pejabat. Pengawas 
sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu 
mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan keputusan rapat 
anggota. 
4) Pengurus 
Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat 
anggota. Yang dipilih sebagai pengurus adalah mereka yang 
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 
a) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja 
   b)   Mempunyai pengertian tentang perkoperasian 
Anggota pengurus dipilah untuk masa jabatan 3 tahun. Rapat 
anggota dapat menghentikan pengurus setiap waktu bila terbukti 
bahwa : 
a Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi 
b Pengurus tidak mentaati Undang – Undang koperasi serta 
peraturan / ketentuan pelaksanaannya 
c Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya 
menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi 
Pengurus bertugas untuk : 
1) memimpin organisasi dan perusahaan koperasi 
2) melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi 
3) mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan 
Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada 
seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan 
harian dalam perusahaan koperasi dan bertindak untuk atas nama 
pengurus mewakilinya dalam hal urusan sehari – hari perusahaan 
koperasi. 
Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus 
yang disahkan oleh rapat pengurus. Anggota pengurus tidak 
menerima gaji, akan tetapi diberikan uang jasa menurut keputusan 
rapat anggota. 
Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kerugian koperasi 
yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas 
kewajiban masing – masing. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu 
yang termasuk pekerjaan beberapa anggota pengurus maka karena 
itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk 
keseluruhannya. Akan tetapi, seorang anggota pengurus bebas 
tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi 
bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera 
dan secukupnya untuk mencegah akibat daripada kelalaian tadi. 
5) Anggota 
1) Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan 
tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dialih 
apapun juga. 
2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran 
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, dan 
Keputusan Rapat Anggota. 
3) Setiap anggota berhak : 
a)  Berbicara tentang hal – hal yang dirundingkan dalam rapat       
itu. 
b)  Untuk dipilih dan memilih. 
c) Untuk menelaah pembukaan koperasi pada waktu kantor 
dibuka. 
d)  Untuk memberi saran – saran guna perbaikan koperasi. 
3 Kegiatan operasional, permodalan, dan pembagian SHU 
Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan 
usaha sebagai berikut: 
a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi 
secara teratur. 
b. Menyelenggarakan usaha pemasaran, distribusi, dan kredit untuk 
kepentingan para anggota. 
c.  Simpan pinjam. 
d.  Warung serba ada. 
e.  Melaksanakan kemitraan usaha dengan dunia bisnis baik denga badan 
koperasi maupun badan usaha lain dalam pemenuhan kebutuhan 
anggota dan pengembangan usaha koperasi. 
Permodalan koperasi adalah sebagai berikut : 
Modal koperasi pada umumnya berasal dari:  
1) Modal Anggota,  berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 
simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. 
2) Modal Pinjaman, berasal dari anggota koperasi dan/atau usaha 
lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi 
dan surat hutang lainnya, dll. 
Modal yang diperoleh Koperasi “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL 
INDONESIA adalah sebagai berikut: 
1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap yang diperoleh 
dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan 
sukarela yang merupakan deposito uang pinjaman dan penerimaan 
yang sah. 
2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi–tingginya yang dapat 
disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus 
disimpan atas nama koperasi pada koperasi pusatnya, Bank Umum 
koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan 
persetujuan pejabat. 
3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali 
dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang–kurangnya 2 
orang anggota pengurus atau salah seorang pegawai yang ditunjuk 
oleh pengurus. 
Sisa Hasil Usaha 
Sisa hasil usaha (SHU) yaitu pendapatan perusahaan koperasi yang 
diperoleh dalam suatu tahun buku dengan penyusutan nilai barang dan 
segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu. 
Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha dibagi sebagai berikut: 
1) 25 % untuk cadangan 
2) 20 % bagian SHU Jasa Simpanan 
3) 40 % bagian SHU Jasa Usaha 
4)  5 % untuk dana pengurus dan pengawas 
5)  5 % untuk dana kesejahteraan pegawai 
6) 1,5 % untuk dana pembangunan koperasi 
7) 3,5 %  untuk dana sosial anggota 
Penggunaan dana pendidikan koperasi dan dana pembangunan daerah 
dapat diatur sesuai dengan ketentuan pejabat yang berlaku. 
Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup 
kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota. 
Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 
% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan koperasi. 
Sekurang–kurangnya 25 % dari uang cadangan disimpan dengan bersifat 
giro pada bank yang ditunjuk oleh pejabat. 
     
 
B. Latar Belakang 
Dilihat dari segi ekonomi, sumber pendapatan Negara yang paling 
besar adalah bersumber dari pajak.Menurut Prof.Dr.P.J.A Andriani, pajak 
merupakan iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) terutama oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Prof.Dr.Rachmat 
Soemitro, SH; 1970, pajak merupakan iuran kepasa kas Negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan hasilnya dapat digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum (public spending).Dalam arti yang 
sesungguhnya, pajak adalah merupakan kontribusi wajib yang harus 
dibayarkan kepada Negara. 
Koperasi “KOPKAR HANIL“ PT HANIL INDONESIA merupakan 
wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya 
kepada Negara.Salah satu cara paling efektif dalam mengevaluasi kepatuhan 
perpajakan adalah dengan menggunakan analisis perpajakan ( koreksi fiscal ) 
atas laporan keuangan dari badan usaha yang bersangkutan.Laporan keuangan 
yang digunakan adalah Laporan Laba/Rugi (Income Statement) yang 
mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode tertentu, biasanya 
meliputi periode 1 tahun. 
Penulis melakukan analisis perpajakan atas laporan keuangan Koperasi 
“ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA dari tahun 2006–2008 karena 
dalam tahun tersebut terjadi kenaikan pembayaran pajak yang cukup 
signifikan dan kenaikan SHU yang cukup tinggi. 
Koperasi “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL INDONESIA sebagai badan yang 
bergerak pada bidang keuangan perlu dinilai kepatuhan perpajakannya. 
Berdasar latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kepatuhan 
perpajakan yang terdapat pada Koperasi “ KOPKAR HANIL “ PT HANIL 
INDONESIA. 
Untuk itu penulis mengambil judul “ANALISIS PERPAJAKAN 
ATAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI “KOPKAR HANIL“ PT 
HANIL INDONESIA PERIODE 2006–2008 “. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis ingin merumuskan     
beberapa masalah antara lain: 
2. Berapakah besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Koperasi 
“KOPKAR HANIL“ PT HANIL INDONESIA dengan cara menghitung 
berikut dengan SHU dan dengan cara SHU dikenakan tarif tersendiri. 
3. Adakah perbedaan antara perhitungan pajak yang akan dirumuskan oleh 
penulis dengan perhitungan pajak yang telah tercantum dalam laporan 
keuangn koperasi. 
4. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak Koperasi “KOPKAR 
HANIL “ PT HANIL INDONESIA antara tahun 2006–2008.  
 
       D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 
1.  Untuk manganalisis laporan keuangan Koperasi ” KOPKAR HANIL ” PT 
HANIL INDONESIA periode 2006–2008 dilihat dari segi perpajakan. 
2. Untuk mengetahui kepatuhan dari segi perpajakan atas laporan keuangan 
koperasi. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 
1. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal perhitungan 
pajak bagi koperasi serta menerapkan teori yang telah dipelajari penulis 
dalam pemahaman analisis perpajakan atas laporan keuangan koperasi. 
2. Bagi Koperasi 
Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana atau kebijakan 




            3.   Bagi Pembaca 







































BAB  II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Koperasi 
a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang–orang atau 
badan hukum yang berlandaskan pada prinsip koperasi untuk 
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
b. Berdasar pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b Undang – Undang No.17 tahun 
2000, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak 
yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sama dengan badan 
usaha lainnya. 
c. Objek pajak koperasi adalah penghasilan yang diperoleh koperasi. 
d. Modal koperasi terdiri dari : 
1. Modal anggota, yang berasal dari simpanan pokok, simpanan 
wajib, simpanan sukarela, cadangan, dan hibah. 
2. Modal pinjaman, yang berasal dari anggota koperasi dan/atau 
usaha lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan 
obligasi dan surat hutang lainnya, dll. 
e. Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan 
hukum dalam negeri. 
 2. Landasan yang mendasari berdirinya koperasi 
 Landasan idiil                    : Pancasila 
 Landasan struktural           : UUD 1945 
 Landasan Operasional       : 
a. UUD 1945 pasal 33 ayat 1  
b. UU No. 24 Tahun 1992 tentang perkoperasian  
c. AD dan Peraturan lain yang ditetapkan dalam RAT 
3. Asas dan Tujuan Koperasi 
Koperasi berasaskan kekeluargaan 
Tujuan koperasi pada umumnya adalah: 
a. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
b. Melaksanakan Program kerja yang telah disyahkan. 
c. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 
4. Pengertian laporan keuangan 
a. Pengertian laporan keuangan 
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 
dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan 
tersebut. (Munawir  , 1995). 
 
b. Tujuan laporan keuangan 
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 
yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil 
keputusan ekonomi. ( PSAK, 1994 ) 
c. Pemakai laporan keuangan koperasi 
Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para 
anggota koperasi beserta pejabat koperasi. Pemakai laporan 
keuangan lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi 
diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan 
kantor pajak. 
Menurut Hiro Tugiman ( 1996 : 14 ) tujuan pelaporan koperasi 
adalah: 
1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi 
anggota koperasi. 
2. Untuk mengetahui prestasi keuangan koperasi pada suatu 
periode dengan SHU dan manfaat keanggotaan koperasi 
sebagai ukurannya. 
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, 
kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang 
berkaitan dengan anggota dan yang  bukan anggota. 
4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah 
sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam 
suatu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan 
anggota dan yang bukan anggota. 
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin 
mempengaruhi solvabilitas dan likuiditas koperasi. 
d. Pengertian badan  
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas ( PT), 
Perseroan Komanditer ( CV ), perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara ( BUMN ), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, 
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, 
Lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk badan lainnya. ( 
Kompilasi UU Perpajakan, 2007 ) 
1) Kategori subjek pajak badan ( Harnanto, 2003 ) 
Secara garis besar, subjek pajak badan dapat dikelompokkan 
dalam 3 kategori yaitu: 
a) Badan yang melakukan usaha atau kegiatan pokok berupa 
pengadaan barang atau jasa kepada masyarakat dengan 
tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang 
seringkali disebut perusahaan. Termasuk dalam kategori ini 
misalnya, perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
persekutuan, firma, kongsi, dan bentuk– bentuk badan 
usaha lainnya yang didirikan atau dimiliki oleh pihak 
swasta atau masyarakat. 
b) Badan usaha dan lembaga yang dibentuk dan dimiliki oleh 
pemerintah baik pusat maupun daerah yang menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh 
penghasilan. 
c) Perkumpulan termasuk:asosiasi, perhimpunan, atau ikatan 
dari pihak–pihak yang mempunyai kepentingan yang sama; 
dana pensiun; yayasan atau organisasi yang sejenis yang 
didirikan dan/atau dimiliki baik oleh para individu atau 
perorangan, badan/atau lembaga swasta; badan/atau 
lembaga pemerintah; dan menjalankan usaha untuk 
memperoleh penghasilan atau memberikan jasa dan 
pelayanan kepada para pemilik atau anggota. 
2) Kriteria subjek pajak badan ( Harnanto, 2003 ) 
Termasuk dalam kategori badan sebagai subjek atau wajib 
pajak dalam negeri adalah meliputi semua badan yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a)   Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 
b) Melakukan kegiatan atau menjalankan usaha untuk 
memperoleh penghasilan, baik yang berasal dari dalam negeri 
maupun dari luar negeri. 
3) Tarif pajak WP Badan 
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 2.1 
   Lapisan Tarif Pajak Wajib Pajak Badan 
     UU Perpajakan Pasal 17 Tahun 2000 
  
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta 
rupiah ) 
10 % ( sepuluh persen ) 
Di atas Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) 
sampai dengan Rp 100.000.000,00  ( seratus juta rupiah ) 
15 % ( lima belas persen) 
Di atas Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) 30 % ( tiga puluh persen) 
 
e. Kewajiban koperasi sebagai wajib pajak badan 
 Pada dasarnya, setiap badan hukum yang didirikan dan/atau bertempat 
kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
untuk memperoleh penghasilan, memberikan jasa kepada anggota atau 
pemiliknya merupakan subjek pajak atau wajib Pajak Penghasilan. 
Adanya entitas legal, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh entitas 
tersebut untuk memperoleh penghasilan, atau untuk memberikan jasa 
kepada anggota, pendiri atau pemiliknya adalah kriteria terpenting untuk 
menentukan apakah suatu badan hukum merupakan subjek pajak. Dengan 
demikian, setiap badan yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, tanpa 
memperhatikan pendiri atau pemiliknya (individu atau sekelompok 
individu; badan; swasta domestik, swasta asing, pemerintah) merupakan 
subjek pajak atau wajib pajak. Begitu pula dengan koperasi. Tanpa 
memperhatikan siapa yang mendirikannya, koperasi tersebut sudah 
termasuk dalam kategori subjek pajak atau wajib pajak badan. 
Kewajiban perpajakan pada koperasi dimulai pada saat koperasi didirikan 
dan berakhir pada saat  dibubarkan atau sudah tidak menjalankan 
usahanya. Pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima koperasi dalam 
menjalankan usahanya.  
f. Penghasilan koperasi yang bukan merupakan objek pajak 
Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak adalah: 
1) Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 
( Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000). 
2) Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi 
hibah dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai 
kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk 
tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari 
Rp 600.000.000,00. (Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2000 Jo 604/KMK.04/1994 Jo SE - 05/PJ.4/1995.) 
3) Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha 
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia ( Pasal 4 ayat 
(3) huruf f ). 
4) Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 
5) Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya ( 
pasal 23 ayat (4) huruf g Jo 605/KMK.04/1994). 
 
g. PPh  atas bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota 
1) Pengertian bunga simpanan 
Yang dimaksud dengan "penghasilan berupa bunga simpanan" adalah 
imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang 
pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada 
koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. 
 Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang 
diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari 
sisa hasil usaha. 
2) Pasal–pasal yang mengatur atas bunga simpanan yang dibayarkan 
kepada anggota 
Pasal–pasal yang mengatur tentang pajak penghasilan atas bunga 
simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi  berdasar atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 
adalah sebagai berikut: 
                      Pasal 1 
 
Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi 
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 
Pasal  2 
Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
adalah: 
a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai 
dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 
bulan; atau 
b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan 
berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat 
puluh ribu rupiah) per bulan. 
Pasal 3 
Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada 
anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan 
yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat 
pembayaran. 
Pasal 4 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, 
dan pelaporan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
Pasal 5 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
 
Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2009: 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap 
penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 
kepada anggota koperasi orang pribadi dapat dikenai Pajak 
Penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Ketentuan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dengan Peraturan 
Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan 
berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para 
anggota yang merupakan wajib pajak orang pribadi. 
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai 
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan 
besaran tarif pajak terhadap penghasilan berupa bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.  
Tarif Pajak Penghasilan atas bunga yang bunga simpanan yang 
dibayarkan kepada anggota koperasi. 
1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009, 
tarif Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan 
kepada anggota koperasi adalah sebagai berikut: 
a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan 
sampai dengan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu 
rupiah) per bulan; atau 
b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk 
penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 
(dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. 
2. Tujuan penerapan PPh Final atas bunga simpanan yang dibayarkan 
kepada anggota koperasi 
Tujuan dari pengenaan pajak yang bersifat final tersebut adalah 
untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan sekaligus 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak serta 
mendorong berkembangnya perkoperasian di Indonesia. 
h. Pengertian SHU 
Yang merupakan pengertian dari Sisa Hasil Usaha ( SHU ) pada koperasi 
adalah pendapatan perubahan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun 
buku dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan 
dalam suatu tahun buku itu. 
i. Pajak Penghasilan  atas SHU koperasi 
SHU yang diterima anggota tidak dikenakan PPh, namun SHU tersebut 
sebelumnya sudah dikenakan PPh pasal 23.      
Tarif dari SHU tersebut adalah: 
Tabel 2.2 
Tarif  PPh Pasal 25 atas SHU Koperasi 
 
Lapisan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) Tarif  Pajak 
0 – Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) 10 % 
Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) –                                  
Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) 
15 %
Diatas Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) 30 % 
 
 
B.   Pembahasan 
1. Analisis akun–akun dalam laporan laba rugi  Koperasi                   ” 
KOPKAR    HANIL ” PT HANIL INDONESIA                    
Berdasarkan data yang ada dalam Laporan Laba Rugi Koperasi  
”KOPKAR HANIL ” PT HANIL INDONESIA, akun–akun yang 
dipergunakan merupakan akun–akun yang digunakan pada laporan 
keuangan pada umumnya. Tetapi, seperti yang telah penulis ketahui 
bahwa akun–akun yang terdapat dalam laporan Laba Rugi mendapat 
perlakuan yang berbeda dipandang dari segi komersial dan dari segi 
fiskal. 
Dalam laporan Laba/Rugi komersial, semua pendapatan dan 
beban dapat diakui seluruhnya untuk menghitung adanya laba atau 
rugi suatu badan usaha. Akan tetapi dalam laporan Laba/Rugi yang 
dipandang dari segi fiskal, tidak semua pendapatan dan biaya dapat 
diakui untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu badan usaha. 
Oleh karena itu, dalam perpajakan dikenal adanya koreksi fiskal 
untuk mengetahui apakah suatu pendapatan atau biaya dapat diakui 
untuk menghitung laba atau rugi suatu badan usaha. Dalam 
mengakui biaya, dikenal istilah Deductible Expenses yang 
merupakan biaya yang diperbolehkan dalam Laporan Laba/Rugi 
Fiskal dan Non Deductible Expenses yang merupakan biaya yang 
tidak boleh diakui dalam Laporan Laba/Rugi Fiskal. 
Dalam Laporan Laba/Rugi Koperasi ”KOPKAR HANIL” PT 
HANIL INDONESIA akun–akun yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Penjualan 
Penjualan merupakan penghasilan utama dari usaha waserda 
yang diperoleh koperasi yang berasal dari pelanggan dari hasil 
penjualan barang yang disediakan koperasi.Penjualan dalam 
koperasi ini terdiri dari: 
1) Penjualan kredit 
2) Penjualan tunai 
3) Pendapatan bunga dari penjualan kredit 
Pendapatan bunga dari penjualan kredit merupakan 
keuntungan karena penjualan, sehingga dapat diakui 
sebagai pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan. 
b. Pendapatan 
Pendapatan koperasi yang bukan dari hasil penjualan adalah         
1) Pendapatan administrasi simpin 
2) Pendapatan jasa simpin 
3) Pendapatan bunga kredit 
Dalam rekonsiliasi fiskal, pendapatan bunga kredit pada 
bank tidak termasuk dalam perhitungan untuk mencari 
besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Akan tetapi atas 
penghasilan tersebut dikenakan PPh tersendiri yaitu PPh 
Pasal 23 yang bersifat final dengan tarif sebesar 20%. 
4) Pendapatan jasa fee bank 
Pendapatan jasa fee bank merupakan pendapatan yang 
tidak boleh ditambahkan untuk menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak, sehingga harus dilakukan koreksi 
atas penghasilan tersebut sebesar yang jumlah yang telah 
diperoleh. 
5) Pendapatan lain-lain 
c. Harga Pokok Penjualan (HPP) 
HPP merupakan harga pokok yang digunakan koperasi dapat 
dihitung dengan formula sebagai berikut: 
Persediaan awal                                                    x  x 
Pembelian barang dagangan               x x 
 
Diskon                                             (  x x  ) 
           x  x 
Biaya – biaya                                                                  x  x 
    
     x  x 
Persediaan akhir        ( x x) 
HPP                      X  X 
 
 
d. Beban personel 
Beban personel merupakan beban–beban yang 
berhubungan dengan pegawai/pengurus koperasi. Beban 
personel ini terdiri dari: 
1) Beban gaji karyawan 
2) THR karyawan 
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kenikmatan 
(natura) yang diterima oleh pegawai. Dalam laporan 
keuangan yang berdasarkan fiskal, natura merupakan biaya 
yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi besarnya 
penghasilan kena pajak (Non Deductible Expenses). 
Sehingga beban THR karyawan harus dikoreksi, dan 
merupakan koreksi positif yang menambah besarnya 
penghasilan. 
3) Uang lembur 
4) Beban jasa pengurus 
5) Beban jasa BP 
e. Beban Organisasi 
Beban organisasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai kegiatan–kegiatan yang berhubungan dengan 
koperasi. Biaya organisasi ini terdiri dari: 
1) Beban rapat pengurus 
2) Beban rapat pengurus dan BP 
3) Beban rapat anggota tahunan (RAT) 
4) Beban hari koperasi 
Beban hari koperasi merupakan beban yang tidak 
berhubungan dengan usaha yang dijalankan koperasi, dan 
termasuk dalam natura. Sehingga perlu dilakukan koreksi 
fiskal, yaitu koreksi positif yang dapat menambah 
penghasilan 
f. Beban Administrasi Kantor 
Beban administrasi kantor merupakan beban yang digunakan 
untuk membiayai pengadaan peralatan kantor, yang digunakan 
untuk memperlancar kegiatan usaha koperasi. Beban 
administrasi kantor terdiri dari: 
1) Beban ongkos cetak, fotokopi, dll 
2) Beban alat – alat tulis 
g. Beban Operasional 
Beban operasional merupakan biaya  yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan operasional koperasi. Beban operasional 
terdiri dari: 
1) Beban kendaraan/transportasi 
2) Beban perawatan inventaris 
h. Beban Kesejahteraan 
Beban kesejahteraan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai kebutuhan yang diperlukan para pengurus 
koperasi.Beban kesejahteraan terdiri dari: 
1) Beban seragam pegawai 
2) Beban bingkisan lebaran 
Bingkisan lebaran merupakan kenikmatan ( natura ) yang 
diterima oleh pegawai. Dalam laporan keuangan yang 
berdasarkan fiskal, natura merupakan biaya yang tidak 
diperbolehkan untuk mengurangi besarnya penghasilan kena 
pajak ( Non Deductible Expenses ). Sehingga beban 
bingkisan lebaran harus dikoreksi, dan merupakan koreksi 
positif yang menambah besarnya penghasilan. 
3) Beban berobat pegawai 
Dalam Laporan Laba/Rugi koperasi, tidak dijelaskan secara 
rinci tentang beban berobat pegawai. Penulis berasumsi 
bahwa koperasi telah menunjuk salah satu klinik sebagai 
tempat rujukan kesehatan pegawai. Sehingga, dalam hal ini 
beban kesehatan pegawai merupakan beban yang tidak 
boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak, dan harus dikoreksi sebesar beban 
kesehatan yang dianggarkan. 
i. Beban Waserda 
Beban waserda merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai kegiatan koperasi yang berhubungan dengan 
kegiatan waserda. 
j. Beban Simpan Pinjam ( Simpin ) 
Beban simpin merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
membiayai kegiatan koperasi yang berhubungan dengan 
kegiatan simpin ( simpan pinjam ). 
k. Beban Penyusutan 
Beban penyusutan merupakan anggaran yang dikeluarkan 
untuk membiayai penyusutan peralatan koperasi/inventaris 
koperasi. Penyusutan dihitung berdasarkan harga beli 
peralatan, nilai residu peralatan, dan umur ekonomis peralatan. 
Dalam laporan Laba/Rugi Koperasi ” KOPKAR HANIL ” PT 
HANIL INDONESIA tidak dicantumkan secara rinci atas 
perhitungan beban penyusutan inventaris koperasi. Sehingga 
penulis berasumsi bahwa angka akumulasi penyusutan yang 
terdapat dalam laporan Laba/Rugi koperasi merupakan angka 
penyusutan yang dihitung secara komersial. Hal ini 
menyebabkan adanya koreksi fiskal atas beban penyusutan 
tersebut. 
Tabel 2.3 
Penghitungan Biaya Penyusutan Inventaris Koperasi 
Tahun 2006 – 2008 
 
Tahun Harga Perolehan 
(Rp) 
Tarif B. Penyusutan 
(Rp) 
2006 12.583.000 12,5 % 1.572.875 
2007 12.583.000 12,5 % 1.572.875 
2008 15.798.000 12,5 % 1.974.750 
*  Seluruh inventaris koperasi diasumsikan termasuk dalam 
kelompok harta berwujud kelompok 2 dan menggunakan 
metode garis lurus dalam menghitung besarnya biaya 
penyusutan. 
l. Beban Lain–lain 
Beban lain–lain merupakan beban–beban yang dikeluarkan 
untuk membiayai kegiatan koperasi yang biasanya bersifat 
tidak mempengaruhi secara langsung dalam kegiatan koperasi. 
Misalnya, biaya untuk membayar hutang, bonus pegawai, 
tambahan gaji pegawai, dll. 
m. Pendapatan Diluar Usaha 
Pendapatan diluar usaha merupakan pendapatan yang diperoleh 
dari kegiatan diluar usaha koperasi. Pendapatan lain–lain ini 
terdiri dari: 
1) Pendapatan jasa pengajuan kredit ke bank 
2) Pendapatan jasa/fee bank 
3) Pendapatan bunga bank 
n. Beban Diluar Usaha 
Beban diluar usaha merupakan beban–beban yang dikeluarkan 
koperasi yang tidak ada hubungannya dengan usaha yang 
dijalankan koperasi. Beban diluar usaha ini terdiri dari: 
1) Biaya bank 
2) Biaya administrasi 
3) Biaya pajak Bank Lippo 
 
2.   Perhitungan pajak dari tahun ke tahun atas Laporan Laba/Rugi 
Koperasi ”KOPKAR HANIL” PT HANIL INDONESIA      
*  Perhitungan pajak tahun 2006 
Tabel 2.4 
Laporan Laba / Rugi 
” KOPKAR HANIL ” PT HANIL INDONESIA 
Per  31  Desember 2006 
 
 
Keterangan Jumlah ( Rupiah ) 
PENJUALAN DAN PENDAPATAN 
Penjualan 
Pendapatan 
Jumlah Penjualan dan Pendapatan 
HARGA POKOK PENJUALAN ( HPP ) 
Hasil Usaha Kotor ( Laba Kotor ) 
BEBAN USAHA 
 Beban personel 
 Beban organisasi 
 Beban administrasi kantor 
 Beban operasional 
 Beban kesejahteraan 
 Beban Waserda 
 Beban Simpin 
 Beban penyusutan 
Jumlah Beban Usaha 
Pendapatan Diluar Usaha 
Beban Diluar Usaha 
















( 39.140.003,54 ) 
56.549.116,86 




Berdasarkan Laporan Laba/Rugi diatas, ditemukan adanya koreksi fiskal 
terhadap akun–akun sebagai berikut: 
1. Pada akun pendapatan, terdapat koreksi fiskal pada pendapatan bunga 
kredit yaitu sebesar Rp 6.435.124,00. 
2. Pada akun beban personel, terdapat koreksi fiskal pada beban THR 
yaitu sebesar Rp 1.298.000,00. 
3. Pada akun beban organisasi terdapat koreksi fiskal pada beban hari 
koperasi yaitu sebesar Rp 150.000,00. 
4. Pada akun beban kesejahteraan, terdapat koreksi fiskal pada beban 
bingkisan lebaran yaitu sebesar Rp 700.000,00 
5. Pada akun beban penyusutan, terdapat koreksi sebesar                  Rp 
398.541,67  karena setelah dilakukan perhitungan secara fiskal, beban 
penyusutan yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.572.875,00. 
6. Pada akun pendapatan diluar usaha, terdapat koreksi sebesar        Rp 
55.600.116.86 yaitu pada pendapatan jasa fee bank sebesar    Rp 
50.485.595,86 dan pada pendapatan bunga bank yaitu sebesar Rp 
5.114.521,00. 
Setelah dilakukan perhitungan didapat laba sebelum pajak sebesar                
Rp 11.831.416,97 yang merupakan Penghasilan Kena Pajak untuk 
menghitung besarnya pajak yang terutang pada koperasi. 
Pajak yang dikenakan atas penghasilan koperasi sebagai wajib pajak 
badan adalah sebagai berikut : 
  10 %    x    Rp 11.831.400,00  =   Rp1.183.140,00 
Alokasi SHU yang digunakan sebagai jumlah yang dibayarkan kepada 
anggota adalah: 
  3.5 %    x   Rp 71.577.199,50  =  Rp 2.505.201,98 
Atas jumlah tersebut dikenakan PPh pasal 25 yang merupakan tarif 
pemotongan atas SHU yang dibayarkan kepada anggota.    
Pajak yang dikenakan atas SHU tersebut adalah: 
  10 %   x   Rp 2.505.000,00  =  Rp 250.500,00 
*  Perhitungan pajak tahun 2007 
 Tabel 2.5 
Laporan Laba / Rugi 
” KOPKAR HANIL ” PT HANIL INDONESIA 
Per  31  Desember 2007 
 
Keterangan Jumlah ( Rupiah ) 
PENJUALAN DAN PENDAPATAN 
Penjualan 
Pendapatan 
Jumlah Penjualan dan Pendapatan 
HARGA POKOK PENJUALAN ( HPP ) 
Hasil Usaha Kotor ( Laba Kotor ) 
BEBAN USAHA 
 Beban personel 
 Beban organisasi 
 Beban administrasi kantor 
 Beban operasional 
 Beban kesejahteraan 
 Beban Waserda 















 Beban penyusutan 
 Beban lain - lain 
Jumlah Beban Usaha 
Pendapatan Diluar Usaha 
Beban Diluar Usaha 
 
SHU sebelum pajak 
1.714.333,33 
                  - 
( 42.977.984,26 ) 
70.615.523,00 




Berdasarkan Laporan Laba/Rugi diatas, ditemukan adanya koreksi fiskal 
terhadap akun–akun sebagai berikut: 
1. Pada akun pendapatan, terdapat koreksi fiskal pada pendapatan bunga 
kredit yaitu sebesar Rp 15.633.451,00. 
2. Pada akun beban personel, terdapat koreksi fiskal pada beban THR 
yaitu sebesar Rp 1.900.000,00. 
3. Pada akun beban organisasi terdapat koreksi fiskal pada beban hari 
koperasi yaitu sebesar Rp 150.000,00. 
4. Pada akun beban kesejahteraan, terdapat koreksi fiskal pada beban 
bingkisan lebaran yaitu sebesar Rp 1.171.300,00 
5. Pada akun beban penyusutan, terdapat koreksi sebesar                  Rp 
1.096.459,26  karena setelah dilakukan perhitungan secara fiskal, 
beban penyusutan yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.572.875,00. 
6. Pada akun pendapatan diluar usaha, terdapat koreksi sebesar        Rp 
68.612.523,00 yaitu pada pendapatan jasa fee bank sebesar    Rp 
63.766.695,00 dan pada pendapatan bunga bank yaitu sebesar Rp 
4.845.828,00. 
Setelah dilakukan perhitungan didapat laba sebelum pajak sebesar                
Rp 47.976.124,50 yang merupakan Penghasilan Kena Pajak untuk 
menghitung besarnya pajak yang terutang pada koperasi.   
 Pajak yang dikenakan atas penghasilan koperasi sebagai wajib pajak 
badan adalah sebagai berikut: 
  10 %    x    Rp 47.976.100,00  =   Rp 4.797.610,00  
Alokasi SHU yang digunakan sebagai jumlah yang dibayarkan kepada 
anggota adalah  : 
  3.5 %    x   Rp 129.661.209,84  =  Rp 4.538.142,34 
 Atas jumlah tersebut dikenakan PPh pasal 25 yang merupakan tarif 
pemotongan atas SHU yang dibayarkan kepada anggota . Pajak yang 
dikenakan atas SHU tersebut adalah: 
  10 %   x   Rp 4.538.000  =  Rp 453.800,00 
 *  Perhitungan pajak tahun 2008 
Tabel 2.6 
Laporan Laba / Rugi 
” KOPKAR HANIL ” PT HANIL INDONESIA 
Per  31  Desember 2008 
 
 
Keterangan Jumlah ( Rupiah ) 





Jumlah Penjualan dan Pendapatan 
HARGA POKOK PENJUALAN ( HPP ) 
Hasil Usaha Kotor ( Laba Kotor ) 
BEBAN USAHA 
 Beban personel 
 Beban organisasi 
 Beban administrasi kantor 
 Beban operasional 
 Beban kesejahteraan 
 Beban Waserda 
 Beban Simpin 
 Beban penyusutan 
 Beban lain - lain 
Jumlah Beban Usaha 
Pendapatan Diluar Usaha 
Beban Diluar Usaha 
SHU sebelum pajak 
174.722.587,86 
798.021.884,86 












( 82.388.746,00 ) 
3.673.539,00 




         Berdasarkan Laporan Laba/Rugi diatas, ditemukan adanya koreksi fiskal 
terhadap akun–akun sebagai berikut: 
1. Pada akun pendapatan, terdapat koreksi fiskal sebesar                   Rp 
71.906.394,00 , yaitu pada pendapatan bunga kredit sebesar    Rp 
2.789.000,00 dan pendapatan jasa fee bank yaitu sebesar        Rp 
69.117.394,00. 
2. Pada akun beban personel, terdapat koreksi fiskal pada beban THR 
yaitu sebesar Rp 2.873.000,00. 
3. Pada akun beban organisasi terdapat koreksi fiskal pada beban hari 
koperasi yaitu sebesar Rp 150.000,00. 
4. Pada akun beban kesejahteraan, terdapat koreksi fiskal pada beban 
bingkisan lebaran yaitu sebesar Rp 1.171.300,00 dan beban berobat 
pegawai yaitu sebesar Rp 30.000,00 
5. Pada akun beban penyusutan, terdapat koreksi sebesar                  Rp 
228.004,00  karena setelah dilakukan perhitungan secara fiskal, beban 
penyusutan yang diperoleh dari perhitungan adalah sebesar                        
Rp 1. 1.974.750,00. 
6. Pada akun pendapatan diluar usaha, terdapat koreksi sebesar        Rp 
3.673.539,00 yaitu pada pendapatan bunga bank. 
Setelah dilakukan perhitungan didapat laba sebelum pajak sebesar                
Rp 96.215.923,25 yang merupakan Penghasilan Kena Pajak untuk 
menghitung besarnya pajak yang terutang pada koperasi. 
Pajak yang dikenakan atas penghasilan koperasi sebagai wajib pajak 
badan adalah sebagai berikut: 
  10 %    x    Rp 50.000.000,00  =   Rp  5.000.000,00 
  15 %    x    Rp 46.215.900,00  =   Rp  6.932.385,00 
            Rp 11.932.385,00 
 Alokasi SHU yang digunakan sebagai jumlah yang dibayarkan kepada 
anggota adalah : 
  3.5 %    x   Rp 167.248.760,25  =  Rp 5.853.706,61 
 Atas jumlah tersebut dikenakan PPh pasal 25 yang merupakan tarif 
pemotongan atas SHU yang dibayarkan kepada anggota . Pajak yang 
dikenakan atas SHU tersebut adalah: 
  10 %   x   Rp5.853.000  =  Rp 585.300,00 
 
Perhitungan pajak atas pendapatan yang dikenakan PPh Final 
berdasar pasal 23 
Perhitungan PPh atas pendapatan bunga bank 
          Tabel 2.7 
    Perhitungan PPh Atas Pendapatan Bunga Bank 
 
Tahun Jumlah Penghasilan Tarif Jumlah Pajak 
2006 Rp 5.114.521,00 20 % Rp 1.022.904,20 
2007 Rp 4.845.828,00 20 % Rp    969.165,60 
2008 Rp 3.673.539,00 20 % Rp    734.707,80 
Perhitungan PPh atas pendapatan jasa fee bank 
          Tabel 2.8 
    Perhitungan PPh Atas Pendapatan Jasa Fee Bank 
 
Tahun Jumlah Penghasilan Tarif Jumlah Pajak 
2006 Rp 50.600.116,86 20 % Rp 10.120.023,37 
2007 Rp 63.766.695,00 20 % Rp 12.753.339,00 
2008 Rp 69.117.394,00 20 % Rp 13.823.478,80 
 
Perhitungan PPh atas pendapatan bunga kredit 
          Tabel 2.9 
    Perhitungan PPh Atas Pendapatan Bunga Kredit 
 
Tahun Jumlah Penghasilan Tarif Jumlah Pajak 
2006 Rp 6.345.124,00 20 % Rp 1.269.024,80 
2007 Rp 15.633.451,00 20 % Rp 3.126.690,20 
2008 Rp 2.789.000,00 20 % Rp    557.800,00 
 
Penggolongan Perbedaan Antara Laporan Keuangan Komersial Dengan 
Laporan Keuangan Fiskal 
Perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan secara komersial dan secara 
fiskal ( koreksi fiskal ), dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu yang termasuk 
dalam beda tetap dan beda waktu. 
Yang termasuk dalam beda tetap antara lain pendapatan bunga kredit, beban 
THR, beban hari koperasi, beban bingkisan lebaran, pendapatan jasa fee bank, 
dan pendapatan bunga bank. Dapat dikatakan termasuk dalam beda tetap 
karena perbedaan tersebut tidak berpengaruh pada jumlah yang diakui secara 
komersial atau secara fiskal, dan tidak berpengaruh pada jangka waktu atas 
pendapatan atau beban tersebut. Perbedaan hanya terdapat pada 
pengakuannya. Jika pada laporan keuangan komersial semua pendapatan dan 
beban bisa diakui sebagai penambah atau pengurang laba, akan tetapi pada 
laporan keuangan fiskal tidak semua pendapatan atau beban boleh diakui 
untuk menghitung besarnya pendapatan kena pajak. 
Sedangkan yang termasuk dalam beda waktu adalah beban penyusutan. Beban 
penyusutan dikatakan termasuk dalam beda waktu karena pengakuan besarnya 
beban beban penyusutan pada laporan keuangan komersial dan laporan 
keuangan fiskal berbeda. Jika dalam laporan keuangan komersial beban 
penyusutan diakui selama masa manfaat suatu barang, maka dalam laporan 
keuangan fiskal beban penyusutan dihitung hanya pada satu periode tahun 
pajak dengan tarif tertentu dalam peraturan perpajakan. 
3. Perbandingan Jumlah Angka Pajak dari Tahun ke Tahun 
Koperasi ” KOPKAR HANIL ” PT HANIL INDONESIA dari tahun 
ketahun selalu mengalami kenaikan dalam pembayaran pajaknya. 
Tahun 2006  pajak yang dibayarkan adalah  Rp   1.183.140,00  
Tahun 2007  pajak yang dibayarkan adalah  Rp 4.797.610,00  
Tahun 2008  pajak yang dibayarkan adalah  Rp 11.392.385,00 
Jumlah kenaikan dari tahun ke tahun merupakan kenaikan jumlah pajak 
yang cukup signifikan. Dan hal itu disebabkan oleh beberapa hal. 
Pada tahun 2006 dan 2007, jumlah pajak yang dibayarkan mengalami 
kenaikan sebesar  Rp 3.614.470,00.      
Pada perbandingan laporan Laba/Rugi tahun 2006 dan 2007 dapat 
diketahui bahwa: 
a. Pada jumlah penjualan terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu dari  
Rp 281.609.550,00  menjadi  Rp 463.845.150,00 
b. Jumlah pendapatan yang mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 
dari Rp 35.928.033,73  menjadi  Rp 71.718.337,10 
c. Jumlah HPP yang bertambah serta jumlah laba kotor yang mengalami 
kenaikan. 
d. Jumlah beban mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu besar. Kenaikan 
jumlah beban paling besar terletak pada beban personel dan beban 
diluar usaha. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada jumlah beban 
organisasi, dan beban penyusutan. Pada tahun 2007 terdapat adanya 
beban simpin yang tidak dibebankan pada tahun 2006, tetapi pada 
tahun 2007 tidak terdapat adanya beban pajak yang dibayarkan. Selain 
beban–beban yang mengalami kenaikan, beban – beban lainnya justru 
mengalami penurunan. 
e. Jumlah SHU yang mengalami kenaikan cukup besar yang 
menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan juga bertambah. 
Pada tahun 2007 dan 2008, jumlah pajak yang dibayarkan mengalami 
kenaikan sebesar  Rp 6.594.775,00.  
Dalam perbandingan laporan Laba / Rugi tahun 2007 dan 2008 dapat 
diketahui bahwa:   
a. Pada jumlah penjualan terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu dari  
Rp 463.845.150,00  menjadi  Rp 623.299.027,00 
b. Jumlah pendapatan yang mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 
dari Rp 71.718.337,10 menjadi  Rp 174.722.857,86 
c. Jumlah HPP yang bertambah serta jumlah laba kotor yang mengalami 
kenaikan. 
d. Jumlah beban mengalami kenaikan yang cukup besar. Kenaikan 
jumlah beban paling besar terletak pada beban personel, beban simpin, 
dan beban organisasi. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada jumlah 
beban administrasi kantor, beban operasional, beban kesejahteraan, 
beban waserda, dan beban lain-lain. Pada tahun 2008 terdapat adanya 
beban lain-lain yang tidak dibebankan pada tahun 2007. Selain beban–
beban yang mengalami kenaikan, beban–beban lainnya justru 
mengalami penurunan. 
e. Jumlah SHU yang mengalami kenaikan cukup besar yang 







BAB  III 
TEMUAN 
 
 Setelah dilakukan pembelajaran dan analisis terhadap Laporan Laba/Rugi 
Koperasi “KOPKAR HANIL” PT HANIL INDONESIA  periode 2006–2008, penulis 
menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan yang ditemukan dalam laporan 
keuangan tersebut. Perumusan kelebihan dan kelemahan dalam Laporan Laba/Rugi 
didasarkan pada angka–angka yang tercantum dalam Laporan Laba/Rugi dan analisis 
yang dilakukan oleh penulis. 
Kelebihan yang penulis temukan dalam Laporan Laba/Rugi antara lain: 
1. Untuk mengurangi besarnya resiko dalam pembuatan laporan keuangan, koperasi 
menunjuk salah satu kantor akuntan publik dalam pembuatan laporan keuangan. 
2. Dalam hal perhitungan pajak, kantor akuntan publik yang telah ditunjuk koperasi 
telah melakukan perhitungan secara benar dan tarif yang dipakai sesuai dengan 
ketentuan perpajakan yang berlaku. 
3. Angka – angka yang tercantum dalam laporan keuangan koperasi, disajikan dalam 
bentuk yang sangat rinci ( tanpa pembulatan desimal ) sehingga memberi kesan 
sangat teliti dalam penyajian laporan keuangan. 
4. Laporan keuangan dibuat dalam dua periode, sehingga dapat langsung digunakan 
sebagai perbandingan dari periode sekarang dengan periode sebelumnya. 
 
 
Selain kelebihan, laporan keuangan koperasi juga memiliki beberapa kekurangan. 
Antara lain sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan tidak disajikan secara rinci, hanya akun–akun utama saja. 
Sehingga, tidak bisa diketahui secara jelas biaya atau pendapatan apa saja yang 
termasuk dalam akun utama. Seandainya tidak terdapat penjelasan tentang akun–
akun tersebut, maka laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan 
yang tidak lengkap. 
2. Dalam hal perpajakan, laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan 
yang tidak sesuai dengan laporan keuangan fiskal ( tidak terdapat koreksi fiskal ) 
sehingga dalam menghitung pajaknya juga terdapat kesalahan. 
Koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan keuangan adalah  pada akun 
pendapatan bunga kredit, pendapatan jasa fee bank, pendapatan bunga bank, 
beban THR, beban hari koperasi, beban bingkisan lebaran, beban berobat 
pegawai, dan beban penyusutan. 
3. Jumlah nominal angka yang merupakan koreksi fiskal adalah: 
Pada tahun 2006 
a) Pendapatan bunga kredit sebesar Rp 6.345.124,00 
b) Pendapatan jasa fee bank sebesar Rp 50.485.595,86 
c) Pendapatan bunga bank sebesar Rp 5.114.521,00 
d) Beban THR sebesar Rp 1.298.000,00 
e) Beban hari koperasi sebesar Rp 150.000,00 
f) Beban bingkisan lebaran sebesar Rp 700.000,00 
g) Beban penyusutan sebesar Rp 398.541,67 
Pada tahun 2007 
a)  Pendapatan bunga kredit sebesar Rp 15.633.451,00 
b) Pendapatan jasa fee bank sebesar Rp 63.766.695,00 
c) Pendapatan bunga bank sebesar Rp 4.845.828,00 
d) Beban THR sebesar Rp 1.900.000,00 
e) Beban hari koperasi sebesar Rp 150.000,00 
f) Beban bingkisan lebaran sebesar Rp 1.171.300,00 
g) Beban penyusutan sebesar Rp 1.096.459,26 
Pada tahun 2008 
a) Pendapatan bunga kredit sebesar Rp 2.789.000,00 
b) Pendapatan jasa fee bank sebesar Rp 69.117.394,00 
c) Pendapatan bunga bank sebesar Rp 3.763.539,00 
d) Beban THR sebesar Rp 2.873.000,00 
e) Beban hari koperasi sebesar Rp 150.000,00 
f) Beban bingkisan lebaran sebesar Rp 1.722.100,00 
g) Beban penyusutan sebesar Rp 228.004,00 
h) Beban berobat pegawai sebesar Rp 30.000,00 
4. Pendapatan–pendapatan yang telah dikoreksi merupakan pendapatan yang 
dikenakan PPh final. Pada laporan keuangan, koperasi tidak memperhatikan hal 
tersebut. PPh yang dikenakan atas pendapatan–pendapatan tersebut adalah PPh 
pasal 23 dengan tarif 20 % dan bersifat final. PPh yang dikenakan adalah sebagai 
berikut: 
a) Pendapatan bunga bank 
Pada tahun 2006 sebesar Rp 5.114.521,00 dan pajaknya sebesar 
Rp.1.022.904,20. 
Pada tahun 2007 sebesar Rp 4.845.828,00 dan pajaknya sebesar        
Rp.969.165,60. 
Pada tahun 2008 sebesar Rp 3.763.539,00 dan pajaknya sebesar 
Rp.734.707,80. 
b) Pendapatan bunga kredit 
Pada tahun 2006 sebesar Rp 6.345.124,00 dan pajaknya sebesar        
Rp.1.269.024,80. 
Pada tahun 2007 sebesar Rp 15.633.451,00 dan pajaknya sebesar      
Rp.3.126.690,20. 
Pada tahun 2008 sebesar Rp 2.789.000,00 dan pajaknya sebesar        
Rp.557.800,00. 
c) Pendapatan jasa fee bank  
Pada tahun 2006 sebesar Rp 50.485.595,86 dan pajaknya sebesar      
Rp.10.120.023,37. 
Pada tahun 2007 sebesar Rp 63.766.695,00 dan pajaknya sebesar      
Rp.12.753.339,00. 
Pada tahun 2008 sebesar Rp 69.117.394,00 dan pajaknya sebesar      
Rp.13.823.478,80. 
5. Koperasi tidak memperhatikan adanya peraturan tersendiri yang mengatur 
tentang pemotongan PPh atas SHU yang dibayarkan kepada anggota. Setelah 
dilakukan perhitungan atas SHU koperasi pada akhir periode tertentu, 
seharusnya ada alokasi tersendiri yang merupakan bagian SHU yang 
dibayarkan kepada anggota. Dan atas SHU yang dibayarkan kepada anggota, 
dikenakan PPh pasal 25 dengan tarif progresif sesuai dengan tarif pasal 17. 
6. Dalam hal pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, 
koperasi tidak melampirkan SPT sebagai bukti pelaporan pajak dan SSP 
sebagai bukti pembayaran pajak sehingga tidak dapat diketahui tentang 















Berdasarkan hasil analisis pada Koperasi “KOPKAR  HANIL” PT 
HANIL INDONESIA pada periode 2006–2008, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hal menghindari besarnya kesalahan dalam pembuatan laporan 
keuangan, koperasi telah menunjuk salah satu akuntan publik untuk 
pembuatan laporan keuangan koperasi. Akan tetapi, pembuatan laporan 
keuangan tersebut dapat dikatakan kurang rinci dalam pembuatannya. 
Tidak menjelaskan akun–akun beserta jumlahnya secara detail, sehingga 
kurang memberikan kejelasan pada pembacanya. 
2. Berkaitan dengan perpajakan, koperasi tidak melakukan koreksi fiskal 
terhadap akun–akun pendapatan dan beban. Sehingga tidak jelas 
pendapatan dan beban apa saja  yang diperbolehkan dan  tidak 
diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Pada akhirnya koperasi 
melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena perhitungan 




3. Dalam laporan keuangan terdapat pendapatan–pendapatan yang dikenakan 
PPh final. Koperasi tidak memperhatikan hal tersebut, dan pada akhirnya 
melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Pendapatan-
pendapatan yang dikenakan PPh final tersebut adalah pendapatan bunga 
bank, pendapatan bunga kredit, dan pendapatan jasa fee bank. Atas 
pendapatan–pendapatan tersebut dikenakan PPh pasal 23 bersifat final 
dengan tarif 20 %. 
4. SHU yang diperoleh koperasi telah dialokasikan dengan peraturan yang 
ditetapkan oleh koperasi. Dalam perpajakan, SHU yang diterima 
karyawan atau pegawai tidak dikenakan PPh akan tetapi sebelumya telah 
dipotong PPh pasal 25 dengan tarif progresif berdasar pasal 17. Koperasi 
tidak memperhitungkan hal tersebut. Koperasi juga tidak 
memperhitungkan alokasi SHU yang diterima oleh pegawai atau 
karyawan sehingga tidak ada pajak yang dipotong atas SHU yang diterima 
oleh pegawai atau karyawan. 
5. Koperasi tidak melampirkan SPT maupun SSP sebagai bukti penyetoran 
dan pelaporan pajak sehingga tidak dapat diketahui kepatuhan dan 
ketertiban koperasi dalam hal pembayaran pajak ke kantor pajak. 
 
B. REKOMENDASI 
1. Koperasi “KOPKAR HANIL” PT HANIL INDONESIA yang telah 
menunjuk salah satu kantor akuntan publik untuk pembuatan laporan 
keuangan hendaknya dapat lebih rinci lagi dalam membuat laporan 
keuangan. Hal itu dapat mempermudah bagi pembaca maupun pengguna 
laporan keuangan dalam mempelajari dan menganalisis laporan keuangan 
tersebut.  
2. Dalam perhitungan pajak, koperasi juga harus memperhatikan adanya 
koreksi fiskal dalam bidang perpajakan, sehingga tidak melakukan 
kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Memperhatikan pendapatan–
pendapatan atau biaya–biaya apa saja yang diperbolehkan maupun yang 
tidak diperbolehkan dalam peraturan perpajakan, sehingga perhitungan 
pajak tidak didasarkan pada laporan keuangan komersial. 
3. Koperasi juga harus memperhatikan pendapatan–pendapatan apa saja yang 
dikenakan PPh final, karena hal tersebut telah diatur tersendiri dalam 
peraturan perpajakan. 
4. Dalam hal alokasi SHU, SHU yang diterima pegawai atau karyawan 
dikenakan pajak tersendiri. Koperasi sebagai pemotong pajak seharusnya 
memotong pajak atas SHU tersebut berdasar alokasi SHU yang telah 
ditetapkan. 
5. Koperasi sebaiknya melampirkan SPT dan SSP dalam lampiran laporan 
keuangan, agar dapat diketahui tentang ketepatan dan kepatuhan koperasi 
dalam hal pembayaran pajak. 
 
